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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI Dalam 

Memperjualbelikan Senjata Api Berdasrakan Penelitian yang mengkaji pada 

Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Memperjual belikan senjata api merupakan salah satu perbuatan pidana yang diatur 

dalam perundang-undangan, memperdagangkan senjata api dapat merusak 

keamanan negara serta membahayakan negara, terlebih lagi beberapa kasus yang 

pernah terjadi di Indonesia yang merugikan negara dan membahayakan negara 

adalah TNI yang seharusnya menjadi penanggungjawab untuk keamanan negara. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana 

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-

12/AD/X/2020 terhadap Kasus Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Memperjual Belikan Senjata Api pada 

Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020? Metode 

penelitian pada penelitian ini menggunakan normatif-yuridis dengan menggunkan 

studi kepustakaan sebagai bahan penelitian. Pertimbangan hakim pada putusan 

yang diambil dalam penelitian ini merupakan salah satu penjatuhan hukuman yang 

telah sesuai dengan perbuatan pelaku. Putusan peradilan militer telah menyesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Militer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Lemaire1 mengatakan bahwa pengertian mengenai hukum pidana 

terdiri dari norma dan mengharuskan para masyarakat tunduk pada 

peraturan tersebut. Maka dari itu hukum pidana diartikan sebagai suatu 

ketentuan hukum atau Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang 

dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap 

pelanggaran larangan tersebut.2 

Berbicara mengenai hukum pidana maka dimulai dari penegakan 

hukumnya. Penegakan Hukum adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita 

hukum mengenai keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, ketertiban, dan 

kemanfaatan hukum.3 Adapun yang terlibat langsung melakukan upaya 

penegakan hukum adalah Polisi, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan juga 

Tentara Nasional Indonesia.  

 
1 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan 

Kesadaran Hukum Warga Negara, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003), hlm. 6. 
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2004), 

hlm. 5. 
3 Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin, Penegakan Kepolisian Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1 (1), hlm. 1-5. 
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Pada Sistem Peradilan di Indonesia, apabila tentara melakukan suatu 

pelanggaran atau tindak pidana diadili pada Peradilan Militer. Peradilan 

Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan 

negara. Dalam pelaksanannya Peradilan Militer dijalankan oleh pengadilan 

militer, yaitu pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata.4 

Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Regulasi 

Kepnyaan Senjata Api yang dimiliki oleh TNI ada pada Peraturan 

Perundang-Undangan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementrian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut mengatur 

mengenai pedoman dan menguatkan bahwa TNI dapat mempunyai senjata 

api sebagai salah satu regulasi dan memberikan kepastian hukum. 

Terdapat juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) pada Undang-

Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 

“Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbeplalingen) yaitu berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau 

 
4 Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

2017), hlm. Hlm. 5. 
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sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau 

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara 

setinggi-tingginya dua-puluh tahun.” 

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang mencoba, 

membuat, memperoleh atau menyerahkan persediaan sebagai salah satu 

perbuatan yang dilarang kuat oleh Negara sesuai bunyi Pasal tersebut yang 

dikategorikan sebagai penjahat Negara dihukum dengan hukuman mati, 

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara paling 

lama dua puluh tahun. 

Berbicara mengenai Intstitusi militer, Institusi militer merupakan 

institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam strktur 

kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer 

dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam 

menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan 

negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, diperlukan perlengkapan untuk menunjangnya. Salah 

satunya adalah senjata api.5 Pada prinsipnya sesuai dengan perlengkapan 

standar militer, maka setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata api. 

Namun, dalam kondisi non tempur/non operasi maka pembawaan senjata 

api dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan. Prajurit 

yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah mereka 

yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf 

intelijen/pengamanan, para komandan satuan dan tugastugas pengamanan. 

 
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 86. 
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Sedangkan, untuk satuan-satuan tempur hanya perwira yang diperbolehkan 

membawa senjata api.6 

International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum 

terdapat empat sumber utama senjata api illegal di Indonesia: Pertama, 

senjata tersebut dicuri atau dibeli secara illegal dari personil pasukan 

keamanan; kedua, senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di 

kawasan konflik; ketiga, diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan; 

keempat, diselundupkan dari luar wilayah Indonesia. Dalam prakteknya 

peredaran senjata api ilegal ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat sipil 

saja, pada lingkungan militerpun banyak ditemukan peredaran senjata api 

ilegal baik senjata buatan pabrik, senjata api rakitan, ataupun senjata api 

yang dikirim dari luar negeri. Sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat lebih 

dari 10 putusan Peradilan Militer mengenai penjualan senjata api ilegal yang 

dilakukan oleh anggota TNI baik dari angkatan darat, angkatan laut, dan 

angkatan udara. Selain itu, pada bulan februari 2021 seorang anggota TNI 

terlibat dalam peredaran senjata api ilegal, ia menjual 600 butir peluru 

kepada warga sipil di Maluku. Artinya peredaran senjata api ilegal oleh 

anggota TNI ini setiap tahunnya selalu berulang. 

Salah satu contoh kasus yang tersebut yaitu pada Putusan Pengadilan 

Militer III-2 Peradilan Militer Surabaya Nomor 132-K/PM.III-

12/AD/X/2020.7 Pelaku Bernama Suyono merupakan seorang Kopda 

dengan NRP 31040250971284 yang berada pada kesatuan Yonkes 2/YBH/2 

 
6 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2006), hlm. 7 
7 Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132-K/PM.III-12/AD/X/2020, hlm. 14. 
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Kostrad. Terdakwa Suyono telah melakukan perbuatan pidana dengan 

menerima, menyimpan, membawa, menjual dan membeli senjata api rakitan 

FN Jenis Browning, magasin, 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi 

kaliber 9 mm dan pistol Shof Gun jenis Baikal-Makarof tidak memiliki surat 

izin yang sah dari kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang 

memberikan izin dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli munisi dan 

senjata api untuk memperoleh keuntungan. Dalam kronologi singkat 

Terdakwa melakukan penjualan senjata api kepada seseorang yang dalam 

Putusan ini, akan tetapi senjata api tersebut dibeli dahulu oleh Terdakwa 

sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu dijual Kembali kepada 

seorang Teroris di Surabaya yang dilakukan penangkapan oleh Densus 88 

Polda Jatim, akan tetapi, Terdakwa tidak mengetahui bahwa senjata api yang 

dijual oleh Terdakwa kepada orang adalah pelaku Terorisme di Surabaya.  

Melihat kronologi singkat pada putusan tersebut diatas maka 

Terdakwa pada Putusan tersebut di atas diancam pidana pada ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 56 ke-

2 KUHP.8 

Pada kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Putusan di atas 

maka, haruslah dimintai pertanggungjawaban pidananya. 

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal juga sebagai konsep liability 

dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound9 menyatakan bahwa : “I use 

simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and 

 
8 Ibid. 
9 Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum dalam Bagan, (Pontianak: 

Fakultas Hukum Untan Press, 2015), hlm. 166. 
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ther is legaly subjectd to the exaction” pertanggungjawaban pidana 

diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar 

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah 

dirugikan10 

Penjualan senjata api yang dilakukan oleh Prajurit TNI sudah bukan 

menjadi rahasia umum. Di Indonesia peredaran senjata api illegal banyak 

terjadi dan tidak jarang pelakunya adalah angkatan bersenjata itu sendiri. 

Peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI secara 

sederhana merupakan suatu kejahatan dimana pelakunya adalah seorang 

anggota TNI yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 

munisi atau sesuatu bahan peledak. 

Dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan 

peredaran senjata api ilegal tidak serta merta membuat efek jera seluruh 

anggota TNI. Dalam prakteknya kejadian ini terus berulang dan dampaknya 

dapat merugikan intansi TNI dimana citra TNI sebagai tulang punggung 

keamanan Indonesia dapat tercoreng. Selain itu karena cara 

mendapatkannya yang ilegal tidak menutup kemungkinan terjadi suatu 

kejahatan tindak pidana senjata api. 

 
10 2 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm. 65. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Permasalahan yang diangkat yaitu adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaiamana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peradilan Militer 

III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020 terhadap Kasus 

Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia yang Memperjual Belikan Senjata Api pada 

Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-

12/AD/X/2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian yang diangkat yaitu adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Pada 

Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020 

terhadap Kasus Memperjual belikan Senjata Api oleh Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia? 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Memperjual 

Belikan Senjata Api pada Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 

K/PM-III-12/AD/X/2020? 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian pada Penelitian Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya;  

b. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

litelatur dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai pelanggaran 

yang dilakukan TNI; dan  

c. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

serta membantu penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian skrispi ini diharapkan dapat mengembembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yan diperoleh, khususnya di bidang 

hukum pidana yang berkaitan dengan Perbuatan yang tidak 

menyenangkan yang dilakukan oleh TNI. 

b. Hasil penelitian skripsi ini diharapak dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian 

tesis ini. Adapun pihak-pihak terkait tersebut diantaranya adalah para 

penegak hukum. 



19 

 

 

 

E. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini memfokuskan lingkup pada militer dan 

pelanggaran Prajurit TNI yang memperjual belikan senjata api dengna 

mengangkat Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu 

pada Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132 K/PM-III-

12/AD/X/2020. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, 

bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris 

criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban 

pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, 

sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum 

pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai 

“pertanggungjawaban pidana”11 

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability 

dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use 

simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly 

and other is legaly subjeced to the excaxtion” pertanggungjawaban 

pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk 

 
11 Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2016), hlm. 224  
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membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang 

telah dirugikan.12 

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan 

pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya: 13 

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat 

diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga 

penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum 

maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya 

dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu 

bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ 

menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan 

kesadaran tadi14 

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis 

dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 

pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat 

sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, 

mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu 

bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu 

untuk menentukan kehendak berbuat.15 

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan 

unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang 

memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan 

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari 

tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya 

sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah 

lakunya). 

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, 

pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya 

perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan 

 
12 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana  (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm. 65. 
13 Ibid. 
14 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo, 2010), hlm. 85. 
15 Ibid., hlm. 85. 
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perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan 

tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam 

pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens 

sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan 

kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. 

Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-

delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana 

pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens 

rea tidak perlu dibuktikan.16 

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat 

penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.17 

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait 

pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan 

 
16 Hasbullah, F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana 

Korupsi, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), hlm. 11. 
17 Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140. 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. 

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di 

persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian 

bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, 

guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak 

akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan 

kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para 

pihak.18 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian bersifat 

normatif-yuridis, yaitu prosedur yang penelitiannya menggunakan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, 

dengan mengkaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan 

dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai 

membuat suatu kesimpulan.19 Adapun Pendekatan Penelitian pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 
18 Ibid., hlm, 141. 
19 Bambang Sunarto, Pendekatan Dalam Penelitian, (Jakarta: Sipadu Utama, 2020), hlm. 

4. 
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a. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum 

yang sedang dibahas. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

kepada putusannya, maupun kasus yang telah terjadi pada dalam 

ruang lingkup masyarakat, Adapun kasus yang diangkat yaitu pada 

Putusan Putusan Peradilan Militer III-2 Surabaya Nomor 132 K/PM-

III-12/AD/X/2020. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data 

sekunder, yaitu dengna melakukan penelitian kepustakaan (library 

research). Jenis dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (LN 1981/Nomor 3209); 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (LN 

2004/ Nomor 4439); 
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5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Disiplin Militer (LN 2014/ Nomor 5591) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi 

dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun 

artikelartikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya 

dengan pokok bahasan ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan 

kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan 

(library research), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan 

pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui 

teknologi informasi. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan 

cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi 

berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut 
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untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang 

dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara 

data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa 

terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan 

ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif 

yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang 

kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus. 
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